SALINAN

BUPATI BENGKULU UTARA
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU UTARA

NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI

NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Menimbang

Mengingat

DALAM KABUPATEN BENGKULU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten
Bengkulu Utara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12 Tahun 2016
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara
Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara;

bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu
Utara sebagamana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan
Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa, masih perlu disempurnakan untuk
pengelolaan keuangan desa yang tertib dan disiplin
anggaran berdasarkan azas transparan, akuntabel dan
partisipatif;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nomor 24 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa dalam Kabupaten Bengkulu Utara;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1091);



10.

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5717);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 158);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1883);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 5
Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara tahun 2015 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14
Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bengkulu Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor 14);

Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 52 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan dan Struktur Organisasi,
Tugas Pokok dan Fungsi Tata Kerja dan Eselon Jabatan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Bengkulu Utara Tipe A (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara Tahun 2016 Nomor 53);



MEMUTUSKAN:

Memutuskan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2015 TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM
KABUPATEN BENGKULU UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24 Tahun
2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten Bengkulu
Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 24),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 12
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 24
Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Kabupaten
Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2016 Nomor
13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1b) diubah, diantara ayat (1b) dan ayat (1c) disisipkan
1 (satu) ayat yaitu ayat (1bl), ayat (1d) dan ayat (le) dihapus, ayat (1g) dan
ayat (1h) diubah, diantara ayat (1h) dan ayat 2 ditambahkan 1 (satu) ayat
yaitu ayat (1i), dan ayat (2) diubah, serta ditambahkan 1 (satu) ayat yaitu ayat
(3), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pengelolaan keuangan desa meliputi:

a. Perencanaan;

b. Pelaksanaan;

c. Penatausahaan;

d. Pelaporan; dan

e. Pertanggungjawaban.

(la) Kepala desa menetapkan standar harga satuan barang/jasa di desa
dengan Keputusan Kepala Desa;

(1b) Keputusan kepala desa tentang standar harga satuan barang/jasa di
desa sebagaimana dimaksud pada ayat (la) berpedoman pada standar
harga satuan regional pemerintah kabupaten tahun berkenaan;

(1bl) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tercantum dalam
standar harga regional kabupaten, maka desa dapat melakukan survey
barang/jasa;

(1c) Standar harga satuan barang/jasa hasil survey tim penyusun RKPDesa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1b) sudah termasuk pajak;

(1d) Dihapus.

(le) Dihapus.

(1) Kode rekening pada pendapatan, belanja dan pembiayaan desa dalam
APBDesa dilakukan penyeragaman guna tertib anggaran.

(1gg Dalam hal kode rekening belum terdaftar sebagaimana dimaksud ayat
(1f), desa mengajukan usulan kode rekening tersebut kepada Bupati
melalui Camat;



(1h) Standar biaya perjalanan dinas kepala desa, perangkat desa, ketua dan
anggota BPD serta anggota kelembagaan desa lainnya berpedoman
kepada keputusan bupati tentang analisis standar belanja dan standar
satuan harga perjalanan dinas tahun berkenaan;

(1i) Kepala desa menetapkan rekening kas desa pada bank berdasarkan
efisiensi jarak tempuh pelayanan dan keamanan dengan keputusan
kepala desa;

(2) Tata cara pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(3) Contoh format pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
1 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu
Utara.

Ditetapkan di Arga Makmur
pada tanggal 25 Februari 2017

BUPATI BENGKULU UTARA,
ttd

MIAN

Diundangkan di Arga Makmur
pada tanggal 25 Februari 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU UTARA,

ttd
HARYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2017 NOMOR 10

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
Setdakab. Bengkulu Utara

ANDI DANIAL., S.H..M.Hum
NIP.19690423 200212 1 003




